KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 023/HK.03.2/3527/2022

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT MASUK
DAN SURAT KELUAR, PENERIMAAN TAMU DAN PENGAMANAN
DALAM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring
dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Surat Masuk dan
Surat Keluar, Penerimaan Tamu dan Pengamanan Dalam di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara RI
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5656)sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden......



4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 786)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SURAT MASUK DAN SURAT
KELUAR, PENERIMAAN TAMU DAN PENGAMANAN DALAM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SAMPANG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana
terlampir

KEDUA : Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 25 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ttd

~~~ Salinan sesuai dengan aslinya ARIF YUDIONO
- Sekretariat KPU Kabupaten Sampang,
Kasubag Hukum dan SDM,

Sem—— 2 4 ¢
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KOMISI PEMILIHAN UMUM : S ——
KABUPATEN SAMPANG NAMA SOP PENGARSIPAN SURAT KELUAR
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang S1/sederajat;
Pemilihan Umum; D3/sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang SMA/sederajat;

Keterbukaan Informasi Publik; Memahami alur pelaksanaan surat keluar;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Memahami alur pengarsipan surat keluar;

Pelayanan Publik; Memahami tata naskah dinas, kode klasifikasi arsip dan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur kode naskah dinas KPU;

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Memahami proses pengolahan dokumen secara digital;
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang 8. Mampu mengoperasikan komputer dan scanner.
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum |
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

G Sak g2 (0 [ =

5

Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor:

929/HK.03.1.Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode
Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum |
Kabupaten/Kota

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pelaksanaan Tata Kelola Surat Keluar 1. Buku Agenda Surat;

2. Buku kode klasifiaksi arsip dan pengkodean naskah
dinas KPU;

3. Perangkat komputer, printer, scanner dan mesin
fotokopi;

4. Jaringan internet dan telepon genggam;

5. Alat tulis kantor, kertas, punch holder, ordner, map dan
amplop dinas;

6. Buku tanda terima surat;

7. Lemari arsip.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka Disimpan sebagai arsip baik berupa hardcopy ataupun softcopy.
pendokumentasian informasi publik tidak dapat dilakukan. -
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Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor:

929/HK.03.1.Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode
Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2
Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi

NOMOR SOP :023/HK.03.2/3527/2022
TANGGAL : 25 Juni 2022
| PEMBUATAN
| TANGGAL i
REVISI -
TANGGAL :254uni 2022
PENGESAHAN | /. % .
DI SAHKAN Plt. Sekretaris,
OLEH —
KOMISI PEMILIHAN UMUM ¢
KABUPATEN SAMPANG A ,,‘\A@qu,uglONO, SP, M.Si
o NAMA SOP PENGARSIPAN SURAT MASUK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 1. S1/sederajat;
Pemilihan Umum; 2. D3/sederajat
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 3. SMA/sederajat;
Keterbukaan Informasi Publik; 4. Memahami alur pelaksanaan surat masuk;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 5. Memahami alur pengarsipan surat masuk;
Pelayanan Publik; 6. Memahami proses pengolahan dokumen secara digital;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 7. Mampu mengoperasikan komputer dan scanner.

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pelaksanaan Tata Kelola Surat Masuk

1. Buku Agenda Surat;

2. Perangkat komputer, printer, scanner dan mesin
fotokopi;

3. Jaringan internet;

4. Alat tulis kantor, kertas, punch holder, ordner, map dan
amplop dinas;

5. Buku tanda terima surat;

6. Lemari arsip.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan
maka pendokumentasian informasi publik tidak dapat
dilakukan.

Disimpan sebagai arsip baik berupa hardcopy ataupun
softcopy.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP

: 023/HK.03.2/3527/2022

TANGGAL : 25 Juni 2022
PEMBUATAN -

TANGGAL REVISI :-

TANGGAL : 25 Juni 2022
PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH

* Pit. Sekretaris,

Sy AT 8

*_ARIF. YYDIONO, SP, M.Si

NAMA SOP PENGAMANAN DALAM
KANTOR
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 1. Si/sederajat;
tentang Pemilihan Umum; 2. SMA/sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Mampu mengoperasikan komputer;
tentang Pelayanan Pubilik; 4. Memahami alur pelaksanaan pengamanan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
888/HK.03.2-Kpt/04/SI/VIilI/2021  tentang
Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut
Pejabat dan Pegawai pada Unit Kerja yang
Membidangi Pengamanan Dalam,
Kehumasan, dan Protokol di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota

dalam kantor

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Keuangan, Umum, dan Logistik 1. Buku tamu;
2. Daftar absen pegawai;
3. Perangkat komputer, printer, ballpoint, dan
kertas;
4. Seragam dan peralatan satpam
5. Barcode check-in aplikasi Peduli Lindungi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila
dilaksanakan, maka keamanan kantor tidak berjalan
secara optimal dan dapat menimbulkan kerugian

Standar Operasional Prosedur tidak

Kasubbag KUL menerima laporan dari petugas piket
yang bertugas menjaga pengamanan dalam kantor
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KOMISI PEMILIHAN UMUM

| NOMOR SOP | : 023/HK.03.2/3527/2022

OLEH  [i5Y __——\2\i

TANGGAL : 25 Juni 2022
PEMBUATAN

TANGGAL =

REVISI ,

TANGGAL _+25unj 2022 .
PENGESAHAN" el NN
DISAHKAN /' |/ PIt. Sekretaris,

g f
KABUPATEN SAMPANG : Aﬁ’F fﬂDIONO, SP, M.Si
NAMA SOP | PENERIMAAN TAMU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 1. Berpenampilan/berpakaian rapi sesuai pakaian
Pelayanan Publik; dinas harian yang sudah ditetapkan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 dan ramah;
tentang pedoman  Penyusunan Standar 3. Memahami prosedur penerimaan tamu;
Pelayanan Publik; 4. Mampu mengambil keputusan secara cepat dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur tepat;
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 5. Mampu berpikir dan bertindak dinamis, efektif
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan efisien;
Standart Operational Prosedur Administrasi 6. Mampu bekerja dalam tim;
Pemerintahan; 7. Disiplin, jujur dan tanggung jawab.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Tamu. 1. Surat Tugas tamu dari Instansinya;
2. Buku Tamu;
3. Aplikasi PeduliLindungi;
4. Data tamu;
5. Kartu identitas tamu;
6. Tanda pengenal tamu;
7. Alat tulis kantor.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak
dilaksanakan maka proses penerimaan tamu akan
terhambat.

Disimpan sebagai data manual.
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